
 
 
 
 
 
 

 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  316  TAHUN 2023 
 

TENTANG 
TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA   
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program prioritas 

nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan 
daerah diberikan dana alokasi khusus nonfisik Sub 

Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023; 
 

  b. bahwa pemberian dana alokasi khusus nonfisik sub 
bidang keluarga berencana tahun anggaran 2023 kepada 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam     

huruf a, memerlukan pedoman  guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggung 

jawaban administrasi keuangan atas penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana (BOKB) tahun anggaran 2023; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
alur dan pertanggung jawaban Penggunaan Dana 
tersebut dengan Keputusan Bupati; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II  Sarolangun Bangko dan Daerah 
Tingkat IITanjung Jabung dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah 

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 

 
  

 SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

 
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung 
Keluarga Berkualitas; 

 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3553); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5614); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781; 

 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang 

Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1448); 
 

 



12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka 

Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398); 

 

13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 
20); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6); 

 
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 
38); 

 
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2023; 

 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  

KESATU : TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

(DAK) BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 

(BOKB) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

  



KEDUA : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana (BOKB) sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU, dengan tata kelola  penggunaannya  sebagai 

berikut : 

1. Anggaran kegiatan BOKB diajukan oleh Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana (PLKB) melalui bidang Pengendalian 

Penduduk dan bidang Keluarga Berencana; 

2. Bendaharawan pengeluaran menerima usulan tersebut 

dan memprosesnya sesuai dengan mekanisme dan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Anggaran BOKB ditransfer oleh bendaharawan ke 

rekening masing-masing PLKB di Kecamatan sesuai 

dengan permintaan yang diajukan; 

4. Ketika anggaran diterima oleh koordinator PLKB, kegiatan 

dan penggunaan dana BOKB dilaksanakan sesuai 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut  PLKB bertanggung 

jawab atas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan; 

5. Dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan dana 

BOKB tersebut, koordinator PLKB tidak akan melakukan 

korupsi, kolusi dan mark up; 

6. Bilamana program/kegiatan tidak dilaksanakan dan 

terdapat temuan hasil pemeriksaan/audit dari 

inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta 

temuan hasil pemeriksaan dari penegak hukum lainnya, 

maka akan menjadi tanggung jawab PLKB, dan PLKB siap 

untuk  mengembalikan dana tersebut sesuai dengan 

mekanisme dan aturan yang berlaku. 

 

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023.  

 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

        Ditetapkan  di Kuala Tungkal 
          pada tanggal 13 Juli 2023                          

 
          BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

     
    ttd 

 
            ANWAR SADAT 
 

 
 

 
 

 
 


